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Abstrak 
Perpajakan merupakan salah satu infrastruktur institusional paling penting bagi pembangunan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi publik, pajak bukan hanya sumber penerimaan 
negara, melainkan instrumen untuk membiayai barang publik, memperbaiki distribusi pendapatan, 
mengoreksi eksternalitas, memperkuat kapasitas negara, dan membangun kesempatan sosial yang 
lebih setara. Artikel ini menganalisis perpajakan sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dengan menghubungkan desain pajak, kapasitas fiskal, kualitas belanja publik, 
administrasi, kepatuhan, dan hasil kesejahteraan. Pembahasan mencakup progresivitas PPh, PPN dan 
perlindungan kebutuhan dasar, pajak korporasi, pajak properti dan kekayaan, UMKM dan ekonomi 
informal, perpajakan daerah, insentif, pajak lingkungan, ekonomi digital, Core Tax, pemanfaatan AI dan 
big data, serta fiscal incidence. Analisis menekankan bahwa keberhasilan perpajakan harus dinilai 
melalui keseluruhan rantai nilai fiskal: dari siapa penerimaan dipungut, bagaimana beban 
didistribusikan, seberapa rendah biaya kepatuhan, bagaimana pendapatan dialokasikan, dan apakah 
belanja publik menghasilkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, pekerjaan, 
produktivitas, mobilitas sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia 2026, 
tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 8,07 persen tetap berdampingan dengan gini ratio 0,368, 
menunjukkan bahwa agenda pengurangan kemiskinan perlu dilengkapi dengan penguatan pemerataan 
kesempatan dan kualitas layanan publik. Artikel menyimpulkan bahwa reformasi pajak yang 
berorientasi kesejahteraan perlu mengintegrasikan keadilan, efisiensi, kepastian hukum, digitalisasi, 
transparansi, dan evaluasi belanja. Pajak yang kredibel adalah bentuk investasi kolektif: kontribusi 
masyarakat diubah menjadi kapabilitas manusia, produktivitas, ketahanan sosial, dan pembangunan 
yang inklusif serta berkelanjutan. 

Kata Kunci: perpajakan; pembangunan kesejahteraan; kebijakan fiskal; pemerataan; kemiskinan; 
ketimpangan; kapasitas fiskal; PPh; PPN; belanja publik; perlindungan sosial; administrasi pajak; 
Indonesia. 

1. Pendahuluan: Perpajakan sebagai Infrastruktur Pembangunan 

Kesejahteraan 
Dalam pembangunan modern, perpajakan dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial-ekonomi yang 
mengubah kapasitas ekonomi masyarakat menjadi kapasitas kolektif negara. Jalan, sekolah, 
puskesmas, rumah sakit, air bersih, transportasi, sistem digital, penegakan hukum, mitigasi bencana, 
dan perlindungan sosial tidak dapat bergantung sepenuhnya pada transaksi pasar individual. 
Pembiayaan melalui pajak memungkinkan manfaat didistribusikan melintasi wilayah, kelompok 
pendapatan, dan generasi. Karena itu, pertanyaan mengenai pajak sesungguhnya adalah pertanyaan 
mengenai model pembangunan: siapa yang berkontribusi, atas dasar apa kontribusi ditentukan, untuk 
tujuan apa sumber daya digunakan, dan apakah hasil akhirnya memperbesar kemampuan warga untuk 
hidup sehat, terdidik, produktif, aman, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, penerimaan pajak bukan 
tujuan akhir. Ia adalah input bagi suatu proses pembangunan kesejahteraan yang keberhasilannya harus 
diukur dari hasil sosial dan ekonomi. 

Kesejahteraan masyarakat bersifat multidimensional. Pendapatan riil penting, tetapi taraf hidup juga 
ditentukan oleh akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, 
energi, transportasi, konektivitas digital, lingkungan yang sehat, dan jaminan menghadapi risiko. 
Pemikiran capability menegaskan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kebebasan nyata 
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manusia untuk memilih kehidupan yang bernilai. Dari perspektif ini, perpajakan memengaruhi 
kesejahteraan melalui dua sisi sekaligus. Sisi pertama adalah cara negara menghimpun sumber daya: 
apakah sistemnya adil, sederhana, progresif, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan beban 
kepatuhan berlebihan. Sisi kedua adalah penggunaan penerimaan: apakah ia diterjemahkan menjadi 
layanan dan investasi publik yang memperluas kapabilitas. Dengan demikian, analisis pajak yang hanya 
berhenti pada target penerimaan akan kehilangan dimensi pembangunan yang paling penting. 

Dalam konteks Indonesia, peran perpajakan menjadi semakin strategis karena transformasi struktural 
berlangsung bersamaan dengan perubahan demografi, urbanisasi, digitalisasi, transisi energi, dan 
tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data BPS menunjukkan kemiskinan Maret 2026 
sebesar 8,07 persen, sementara gini ratio tercatat 0,368. Kedua indikator tersebut mengisyaratkan 
kemajuan sekaligus pekerjaan rumah: penurunan kemiskinan perlu dilanjutkan, tetapi pemerataan 
kesempatan, mobilitas sosial, dan kualitas layanan dasar juga harus diperkuat. OECD mencatat rata-
rata tax-to-GDP Asia-Pasifik 2024 sebesar 19,7 persen; perbandingan ini mengingatkan bahwa kapasitas 
fiskal merupakan fondasi penting bagi ambisi pembangunan. Tantangan Indonesia bukan semata-mata 
menaikkan pajak, melainkan membangun sistem yang mampu memperluas basis secara adil, menutup 
kebocoran, meningkatkan kepatuhan, menjaga daya saing, dan menghubungkan setiap rupiah 
penerimaan dengan manfaat publik yang nyata. 

2. Kerangka Konseptual: Dari Pajak menuju Kapabilitas dan Kesejahteraan 
Secara konseptual, pajak memengaruhi kesejahteraan melalui sedikitnya empat jalur. Jalur pertama 
adalah revenue effect, yakni kemampuan pajak menghasilkan sumber daya bagi pemerintah. Jalur kedua 
adalah distribution effect, yaitu perubahan distribusi pendapatan setelah pajak dan transfer. Jalur ketiga 
adalah incentive effect, yaitu perubahan perilaku rumah tangga dan perusahaan akibat tarif, basis, 
pengecualian, serta desain administrasi. Jalur keempat adalah state-capacity effect: perpajakan yang 
kuat mendorong negara membangun institusi, data, tata kelola, dan akuntabilitas yang lebih baik. 
Keempat jalur ini saling berinteraksi. 

Pendekatan capability menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya berarti memiliki uang, tetapi 
memiliki kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pajak menjadi relevan ketika ia 
membiayai sekolah yang meningkatkan kemampuan belajar, layanan kesehatan yang mencegah 
keluarga jatuh miskin karena biaya pengobatan, transportasi yang membuka akses pekerjaan, atau 
perlindungan sosial yang membantu rumah tangga menghadapi guncangan. Dengan perspektif ini, 
keberhasilan kebijakan pajak tidak cukup diukur dari tax ratio atau realisasi penerimaan, tetapi harus 
dilihat bersama indikator kesejahteraan dan kualitas layanan. 

Kerangka ini juga mencegah kekeliruan bahwa semua kenaikan pajak otomatis meningkatkan 
kesejahteraan. Jika tambahan penerimaan dibelanjakan secara tidak efektif, atau jika pajak dikenakan 
secara regresif tanpa perlindungan yang tepat, dampak bersih terhadap masyarakat bisa kecil bahkan 
negatif. Dengan demikian, analisis kebijakan harus selalu memadukan sisi penerimaan dan sisi belanja, 
serta mempertimbangkan siapa yang membayar, siapa yang menerima manfaat, kapan manfaat muncul, 
dan seberapa efisien proses fiskal tersebut. 
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3. Potret Kesejahteraan Indonesia 2026: Kemajuan dan Kerentanan 
Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 
8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Penurunan ini penting karena menunjukkan perbaikan 
kesejahteraan, tetapi skala absolutnya tetap besar. Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada 
perkotaan, yakni 10,67 persen dibanding 6,34 persen. Kesenjangan spasial tersebut berarti kebijakan 
fiskal tidak dapat menggunakan pendekatan seragam; desain transfer, pajak daerah, dan belanja publik 
perlu mempertimbangkan variasi struktur ekonomi dan akses pelayanan antarwilayah (BPS, 2026a). 

Pada sisi ketimpangan, Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat 0,368. Angka ini lebih rendah 
daripada Maret 2025, tetapi meningkat dibanding September 2025. Ketimpangan perkotaan lebih tinggi 
daripada perdesaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan dan penurunan kemiskinan 
belum otomatis menghapus persoalan distribusi. Pajak berperan di sini karena distribusi pendapatan 
pasar dapat dikoreksi melalui pajak yang lebih progresif dan transfer yang lebih tepat sasaran. Namun 
koreksi yang berlebihan atau tidak presisi juga dapat menimbulkan distorsi. Tantangannya adalah 
menemukan kombinasi yang mendukung mobilitas sosial tanpa melemahkan produktivitas (BPS, 
2026b). 

Selain indikator kemiskinan dan Gini, taraf hidup juga dipengaruhi kualitas pekerjaan, ketahanan 
pendapatan, biaya perumahan, akses pendidikan, dan beban kesehatan. Rumah tangga yang berada 
sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan terhadap kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau 
kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan pajak yang berorientasi kesejahteraan harus memahami 
kelompok rentan ini. Bukan hanya penduduk miskin yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga kelas 
menengah bawah yang menjadi penyangga konsumsi domestik dan sumber penting mobilitas sosial. 

4. Kapasitas Fiskal dan Tax-to-GDP Ratio 
OECD menempatkan rasio pajak terhadap PDB sebagai indikator penting kapasitas fiskal karena ia 
menunjukkan berapa banyak sumber daya ekonomi yang dapat dimobilisasi pemerintah melalui sistem 
perpajakan. Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio pajak 
kawasan Asia-Pasifik pada 2024 sebesar 19,7 persen, sementara rata-rata Asia Tenggara sekitar 14 
persen. Indonesia masih menghadapi tantangan mobilisasi penerimaan yang relatif terbatas dibanding 
kebutuhan pembangunan dan dibanding banyak negara dengan layanan publik yang lebih matang 
(OECD, 2026). 

Rasio yang rendah tidak selalu berarti tarif pajak terlalu rendah. Ia dapat mencerminkan basis pajak 
sempit, informalitas tinggi, banyak pengecualian, lemahnya administrasi, kepatuhan yang tidak merata, 
atau struktur ekonomi yang sulit dipajaki. Besley dan Persson (2014) menekankan bahwa kemampuan 
memungut pajak terkait erat dengan kapasitas negara, kualitas institusi, dan struktur ekonomi. Oleh 
sebab itu, memperkuat penerimaan bukan semata menaikkan tarif. Reformasi yang sehat justru sering 
berangkat dari perluasan basis, pengurangan celah, simplifikasi, pemanfaatan data, dan peningkatan 
kepercayaan. 

Bagi kesejahteraan masyarakat, kapasitas fiskal yang lebih besar berarti ruang yang lebih luas untuk 
membiayai investasi manusia dan infrastruktur. Namun terdapat syarat penting: kualitas pengeluaran 
harus tinggi. Setiap tambahan rupiah penerimaan yang diperoleh dengan biaya ekonomi atau 
administrasi tertentu harus diarahkan ke program dengan manfaat sosial yang memadai. Dengan 
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demikian, tujuan reformasi bukan memaksimalkan pajak, melainkan mengoptimalkan kapasitas fiskal 
untuk menghasilkan manfaat publik yang berkelanjutan. 

5. Progresivitas Pajak Penghasilan dan Keadilan Vertikal 
Pajak penghasilan orang pribadi merupakan instrumen utama untuk menerapkan prinsip ability-to-pay. 
Dalam sistem progresif, tarif marjinal meningkat seiring kenaikan penghasilan kena pajak, sehingga 
individu dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi memberikan kontribusi proporsional yang lebih besar. 
Prinsip ini bukan hukuman terhadap keberhasilan ekonomi, melainkan cara membagi biaya 
penyelenggaraan negara berdasarkan kemampuan. Keadilan vertikal menjadi penting ketika manfaat 
ekonomi, akses aset, dan peluang pasar terdistribusi tidak merata. 

Namun progresivitas yang baik harus membedakan antara tarif nominal dan tarif efektif. Pengecualian, 
pengurangan, perlakuan khusus atas jenis pendapatan, pengalihan penghasilan ke badan usaha, dan 
penggunaan instrumen lintas yurisdiksi dapat membuat tarif efektif kelompok berpendapatan tinggi lebih 
rendah daripada yang tampak di tabel tarif. Piketty, Saez, dan Stantcheva (2014) menunjukkan bahwa 
respons kelompok berpenghasilan tinggi terhadap pajak dapat berlangsung melalui penawaran tenaga 
kerja, penghindaran, dan proses bargaining atas kompensasi. Implikasinya, penegakan dan netralitas 
antarjenis pendapatan sama pentingnya dengan tingkat tarif. 

Untuk Indonesia, strategi yang lebih berkelanjutan adalah mempertahankan progresivitas yang wajar 
sambil memperkecil ruang arbitrase dan meningkatkan kemampuan administrasi. Pendekatan ini 
memperkuat penerimaan sekaligus legitimasi, sebab masyarakat akan lebih menerima pajak ketika 
melihat kelompok dengan kemampuan besar tidak memperoleh jalur khusus untuk menghindari 
kewajiban. Di sisi lain, desain harus menjaga agar investasi, kewirausahaan, dan akumulasi modal 
produktif tetap menarik. Keseimbangan antara keadilan dan efisiensi menjadi inti kebijakan. 

6. PPN, Pajak Konsumsi, dan Perlindungan Kebutuhan Dasar 
Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu instrumen penerimaan yang paling produktif karena 
basis konsumsi luas dan mekanisme kredit pajak membantu pengawasan sepanjang rantai produksi. 
Keen dan Lockwood (2010) menunjukkan bagaimana VAT berkembang menjadi instrumen penting di 
banyak negara. Namun dari perspektif kesejahteraan, pajak konsumsi memiliki tantangan: rumah tangga 
berpendapatan rendah menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi, sehingga 
secara relatif beban pajak konsumsi dapat terasa lebih berat. 

Karena itu, desain PPN perlu dilihat bersama perlindungan kebutuhan dasar, transfer sosial, dan struktur 
tarif efektif. Pengecualian yang terlalu luas dapat mengurangi penerimaan dan menciptakan 
kompleksitas, tetapi pengenaan pajak yang terlalu berat pada barang kebutuhan dasar dapat 
melemahkan daya beli. Salah satu prinsip penting adalah memastikan bahwa kebijakan konsumsi tidak 
meningkatkan kemiskinan setelah pajak dan transfer. Perlindungan dapat diberikan melalui 
pembebasan terarah, tarif khusus yang terbatas, atau bantuan langsung yang lebih presisi. 

Bagi Indonesia, pendekatan yang ideal adalah membangun basis yang cukup luas dan administrasi yang 
sederhana, sambil menjaga sensitivitas terhadap distribusi. Pajak konsumsi seharusnya tidak dinilai 
terpisah dari keseluruhan sistem fiskal. Suatu PPN dapat tampak regresif pada tahap pembayaran, tetapi 
dampak akhirnya dapat menjadi progresif jika penerimaannya digunakan secara efektif untuk 
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pendidikan, kesehatan, dan transfer yang terutama dinikmati kelompok bawah. Oleh karena itu, fiscal 
incidence harus dianalisis secara terpadu. 

7. Pajak Properti, Kekayaan, dan Aset untuk Pemerataan 
Ketimpangan kesejahteraan tidak hanya tercermin dalam pendapatan tahunan, tetapi juga dalam 
kepemilikan aset. Tanah, properti, saham, dan berbagai bentuk kekayaan menentukan keamanan 
ekonomi rumah tangga serta kemampuan memperoleh pendapatan di masa depan. Pajak yang lebih 
efektif atas properti dapat memperkuat keadilan sekaligus menyediakan sumber penerimaan lokal yang 
relatif stabil. Berbeda dengan modal finansial yang mudah bergerak lintas yurisdiksi, tanah dan 
bangunan bersifat tidak bergerak sehingga basisnya lebih mudah diidentifikasi. 

Meski demikian, kebijakan atas properti harus memperhatikan kemampuan likuiditas. Rumah tangga 
tertentu dapat memiliki aset bernilai tinggi tetapi penghasilan kas rendah, misalnya lansia yang tinggal di 
rumah lama di kawasan yang harga tanahnya melonjak. Oleh karena itu, desain pajak perlu memberikan 
mekanisme penangguhan, keringanan terarah, atau pembayaran yang sensitif terhadap kondisi tertentu. 
Tujuannya bukan mendorong dispossession, melainkan memastikan kontribusi yang proporsional dari 
kenaikan nilai aset yang sebagian terbentuk karena investasi publik dan perkembangan kota. 

Peningkatan kualitas valuasi aset, digitalisasi peta dan register, integrasi data pertanahan, serta 
koordinasi pusat-daerah dapat meningkatkan potensi pajak properti. Jika hasilnya dikembalikan untuk 
infrastruktur lokal, transportasi, sanitasi, dan sekolah, masyarakat dapat melihat kaitan langsung antara 
pajak dan kualitas lingkungan hidup. Hal ini memperkuat tax morale sekaligus memperbaiki pemerataan 
antarwilayah. 

8. Pajak Korporasi, Investasi, dan Penciptaan Lapangan Kerja 
Pajak penghasilan badan berada pada titik pertemuan antara kebutuhan penerimaan dan daya saing 
investasi. Perusahaan memperoleh manfaat dari stabilitas hukum, infrastruktur, tenaga kerja terdidik, 
pasar domestik, dan berbagai fasilitas negara; kontribusi pajak adalah bagian dari kontrak tersebut. 
Namun modal juga lebih mobile dibanding tenaga kerja, sehingga tarif dan basis pajak korporasi perlu 
mempertimbangkan kompetisi internasional dan risiko pengalihan laba. 

Bagi kesejahteraan, pertanyaan yang relevan bukan apakah pajak perusahaan harus tinggi atau rendah 
secara abstrak, melainkan apakah sistem mendorong investasi produktif dan mencegah pengikisan 
basis. Insentif dapat dibenarkan jika menghasilkan tambahan investasi yang tidak akan terjadi tanpa 
insentif, menciptakan pekerjaan berkualitas, atau mempercepat transfer teknologi. Sebaliknya, insentif 
yang hanya memberikan windfall kepada investasi yang sebenarnya tetap akan masuk berarti 
mengorbankan penerimaan tanpa manfaat sosial yang sepadan. 

Evaluasi tax expenditure perlu menjadi bagian rutin kebijakan. Setiap fasilitas pajak seharusnya memiliki 
tujuan, indikator hasil, jangka waktu, dan evaluasi ex post. Prinsip ini menggeser insentif dari privilese 
menjadi instrumen kebijakan yang dapat diuji. Penerimaan yang tidak hilang secara sia-sia dapat 
dialihkan untuk pendidikan vokasi, riset, infrastruktur logistik, dan layanan yang pada akhirnya juga 
meningkatkan daya saing perusahaan. 
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9. UMKM dan Ekonomi Informal: Memperluas Basis tanpa Mematikan Usaha 
Indonesia memiliki sektor UMKM dan ekonomi informal yang besar. Situasi ini menciptakan dilema 
klasik: negara membutuhkan basis pajak yang lebih luas, tetapi usaha kecil menghadapi keterbatasan 
administrasi, modal, dan literasi. Pengenaan kewajiban yang rumit dapat mendorong usaha tetap 
informal, sementara pengecualian yang terlalu luas membuat transisi ke formalitas tidak menarik dan 
menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku usaha yang patuh. 

Arah kebijakan yang lebih konstruktif adalah menjadikan formalitas sebagai paket manfaat. Registrasi 
perpajakan sebaiknya terhubung dengan kemudahan pembiayaan, pengadaan pemerintah, 
perlindungan sosial, pelatihan, layanan digital, dan akses pasar. Joshi, Prichard, dan Heady (2014) 
menekankan bahwa pemajakan sektor informal memerlukan pemahaman institusional dan 
administrasi, bukan sekadar penetapan tarif. Simplifikasi, threshold yang rasional, presumptive tax yang 
terbatas, dan mekanisme transisi dapat membantu. 

Dari perspektif taraf hidup, formalisasi yang berhasil menciptakan dua manfaat. Pertama, negara 
memperoleh basis penerimaan yang lebih berkelanjutan. Kedua, pekerja dan pemilik usaha memperoleh 
akses lebih besar terhadap perlindungan, pembiayaan, dan peluang ekspansi. Reformasi pajak 
seharusnya dirancang agar dua manfaat tersebut tumbuh bersamaan. 

10. Kepatuhan, Tax Morale, dan Kepercayaan kepada Negara 
Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh probabilitas audit dan besarnya sanksi. Individu juga 
mempertimbangkan apakah sistem dianggap adil, apakah orang lain ikut membayar, apakah pelayanan 
administrasi mudah, dan apakah pemerintah menggunakan uang publik secara bertanggung jawab. 
Konsep tax morale menjelaskan motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban pajak. Di negara dengan 
kepercayaan tinggi, kepatuhan sukarela cenderung lebih kuat sehingga biaya penegakan dapat lebih 
rendah. 

Bagi Indonesia, membangun tax morale berarti memperkuat fairness in burden dan fairness in return. 
Fairness in burden berarti wajib pajak merasa aturan diterapkan konsisten. Fairness in return berarti 
masyarakat melihat manfaat publik yang nyata. Ketika sekolah membaik, fasilitas kesehatan mudah 
diakses, jalan terpelihara, dan bantuan sosial tepat sasaran, pajak lebih mudah dipahami sebagai 
kontribusi bersama. Sebaliknya, korupsi dan pemborosan merusak legitimasi bahkan jika administrasi 
teknis sudah canggih. 

Komunikasi fiskal juga penting. Pemerintah tidak cukup menyampaikan target penerimaan; perlu 
dijelaskan bagaimana pajak berhubungan dengan layanan dan hasil pembangunan. Dashboard publik, 
laporan tax expenditure, evaluasi program, dan keterbukaan data dapat memperpendek jarak psikologis 
antara pembayaran pajak dan manfaat yang diterima masyarakat. 

11. Digitalisasi Administrasi Pajak dan Core Tax 
Transformasi digital memungkinkan administrasi pajak berpindah dari pendekatan berbasis dokumen 
menuju pendekatan berbasis data. Integrasi informasi transaksi, pelaporan elektronik, pencocokan 
data, dan analitik risiko dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi beban pemeriksaan bagi 
wajib pajak yang patuh. Sistem yang baik menurunkan compliance cost, mempercepat layanan, dan 
meningkatkan kepastian. 
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Namun digitalisasi bukan sekadar proyek teknologi. Keberhasilan memerlukan tata kelola data, 
keamanan siber, desain proses, interoperabilitas, kesiapan SDM, dan mekanisme koreksi ketika sistem 
salah. Kegagalan layanan digital dapat menimbulkan biaya ekonomi dan menurunkan kepercayaan. 
Karena itu, transformasi harus bersifat user-centered: sederhana, dapat dijelaskan, memiliki helpdesk 
yang efektif, dan menyediakan jalur penyelesaian masalah. 

Dalam perspektif kesejahteraan, administrasi yang lebih baik mengurangi kebutuhan menaikkan tarif 
karena penerimaan dapat diperoleh dari kepatuhan yang lebih luas. Ini memperbaiki horizontal equity: 
pelaku ekonomi dengan kemampuan yang setara membayar kewajiban yang setara. Digitalisasi juga 
memungkinkan kebijakan yang lebih presisi, termasuk identifikasi risiko, evaluasi insentif, dan integrasi 
data untuk melindungi kelompok rentan. 

12. AI dan Big Data dalam Administrasi Perpajakan 
Artificial intelligence dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola risiko, mendeteksi anomali transaksi, 
memprioritaskan audit, membantu layanan wajib pajak, serta memprediksi kebutuhan sumber daya. 
Nilai utamanya bukan menggantikan petugas pajak, melainkan meningkatkan kemampuan manusia 
memproses data yang sangat besar. Dengan risk-based compliance management, pemeriksaan dapat 
diarahkan pada area dengan potensi ketidakpatuhan lebih tinggi. 

Penggunaan AI harus tunduk pada prinsip responsible AI. Model dapat menghasilkan bias jika data 
historis mencerminkan ketidaksetaraan atau jika variabel proksi tidak dipahami. Keputusan yang 
berdampak pada hak dan kewajiban warga memerlukan transparansi, auditabilitas, keamanan, 
perlindungan data pribadi, dan human oversight. Wajib pajak juga perlu memiliki mekanisme untuk 
menantang keputusan yang dianggap salah. 

Jika diterapkan secara bertanggung jawab, AI dapat memperkuat kesejahteraan melalui dua jalur: 
menambah penerimaan tanpa menaikkan beban nominal dan mengurangi biaya kepatuhan. Kedua hal 
ini menciptakan ruang fiskal dan efisiensi ekonomi. Namun teknologi harus tetap menjadi alat dalam 
kerangka hukum dan etika, bukan pengganti akuntabilitas manusia. 

13. Pajak dan Pembiayaan Pendidikan 
Pendidikan adalah salah satu jalur paling kuat yang menghubungkan pajak dengan mobilitas sosial. 
Keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi keterbatasan untuk membiayai pendidikan 
berkualitas. Ketika negara menggunakan penerimaan pajak untuk sekolah, guru, beasiswa, perguruan 
tinggi, pelatihan vokasi, dan infrastruktur digital, kebijakan fiskal memperluas kesempatan lintas 
generasi. Manfaatnya tidak hanya privat bagi peserta didik, tetapi juga sosial melalui produktivitas, 
inovasi, dan partisipasi warga. 

Kebijakan yang baik tidak cukup menambah anggaran. Kualitas belanja pendidikan harus diukur dari 
learning outcomes, pemerataan akses, relevansi keterampilan, dan kemampuan sistem mengurangi 
kesenjangan. Pajak yang dikumpulkan secara progresif tetapi dibelanjakan pada program pendidikan 
yang terutama dinikmati kelompok mapan dapat mengurangi efektivitas redistribusi. Oleh sebab itu, 
targeting, desain institusi, dan kualitas implementasi sama pentingnya dengan sumber pendanaan. 

Dalam era AI, pembiayaan pendidikan juga harus beradaptasi. Literasi digital, kemampuan analitik, 
kreativitas, dan pembelajaran sepanjang hayat menjadi bagian dari human capital modern. Sistem pajak 
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yang kuat memberi negara kemampuan memperbarui kompetensi tenaga kerja agar transformasi 
teknologi tidak memperlebar ketimpangan. 

14. Pajak, Kesehatan, dan Perlindungan dari Risiko Finansial 
Kesehatan memengaruhi produktivitas dan keamanan ekonomi rumah tangga. Biaya penyakit yang besar 
dapat mendorong keluarga menjual aset, berutang, atau jatuh miskin. Pembiayaan publik yang didukung 
pajak memungkinkan pembagian risiko secara luas. Dengan demikian, pajak berfungsi bukan hanya 
sebagai sumber uang untuk fasilitas kesehatan, tetapi sebagai instrumen asuransi sosial. 

Peningkatan taraf hidup terjadi ketika masyarakat memperoleh layanan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang berkualitas tanpa beban finansial berlebihan. Pajak juga dapat digunakan untuk 
mengubah perilaku melalui cukai atas produk yang menimbulkan externalities kesehatan, selama 
desainnya mempertimbangkan dampak distribusi dan menyediakan program transisi atau kesehatan 
yang relevan. 

Hubungan pajak-kesehatan memperlihatkan pentingnya melihat net fiscal benefit. Rumah tangga 
mungkin membayar pajak konsumsi, tetapi juga menerima manfaat dari vaksinasi, layanan primer, 
subsidi, dan perlindungan kesehatan. Evaluasi kesejahteraan yang hanya menghitung sisi pajak tanpa 
manfaat publik akan memberikan gambaran tidak lengkap. 

15. Infrastruktur, Produktivitas, dan Daya Beli Riil 
Infrastruktur publik meningkatkan taraf hidup melalui dua saluran. Pertama, ia menyediakan layanan 
langsung seperti jalan, air bersih, listrik, dan transportasi. Kedua, ia menurunkan biaya ekonomi sehingga 
pendapatan riil masyarakat meningkat. Jalan yang lebih baik dapat mengurangi waktu perjalanan, biaya 
logistik, dan harga barang. Air bersih mengurangi penyakit. Konektivitas digital membuka akses terhadap 
pendidikan, pasar, dan pekerjaan. 

Pajak memungkinkan negara membiayai investasi jangka panjang yang manfaatnya tersebar lintas 
generasi. Namun pemilihan proyek harus berbasis nilai sosial, bukan hanya ukuran fisik. Proyek dengan 
biaya besar tetapi pemanfaatan rendah dapat mengurangi fiscal space untuk layanan dasar. Karena itu, 
appraisal, procurement, pengawasan, dan maintenance sangat menentukan apakah pajak benar-benar 
berubah menjadi kesejahteraan. 

Kualitas infrastruktur juga memengaruhi legitimasi perpajakan. Manfaat yang terlihat dan dirasakan 
sehari-hari menjadi bukti paling konkret bahwa kontribusi fiskal memiliki hasil. Inilah mengapa tata 
kelola proyek publik merupakan bagian dari strategi kepatuhan pajak, bukan isu terpisah. 

16. Perlindungan Sosial dan Stabilitas Konsumsi Rumah Tangga 
Perlindungan sosial membantu rumah tangga mempertahankan konsumsi ketika menghadapi 
kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau shock harga. Pajak membiayai sebagian program transfer 
dan layanan yang mengurangi volatilitas kesejahteraan. Bagi kelompok berpendapatan rendah, stabilitas 
ini sangat penting karena mereka memiliki tabungan dan akses kredit yang terbatas. 

Desain perlindungan harus menghindari kebocoran dan exclusion error. Integrasi data sosial ekonomi, 
pemutakhiran registri, dan mekanisme pengaduan dapat meningkatkan akurasi. Dari sisi pajak, penting 
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pula menjaga agar pembiayaan tidak terlalu membebani kelompok yang sama yang seharusnya 
dilindungi. Inilah alasan mengapa kebijakan pajak dan transfer perlu dirancang bersama. 

Perlindungan sosial yang baik juga mendukung transformasi ekonomi. Pekerja lebih berani berpindah 
sektor atau mengikuti pelatihan jika memiliki jaring pengaman. Dengan demikian, pajak dapat 
berkontribusi pada fleksibilitas ekonomi dan adaptasi terhadap otomatisasi, bukan hanya redistribusi 
statis. 

17. Pajak Daerah dan Pemerataan Antarwilayah 
Indonesia adalah negara kepulauan dengan variasi besar dalam basis ekonomi dan kapasitas fiskal 
antarwilayah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam layanan yang langsung memengaruhi 
taraf hidup. Pajak dan retribusi daerah dapat memperkuat akuntabilitas lokal karena warga melihat 
hubungan lebih dekat antara kontribusi dan pelayanan. Namun daerah dengan basis ekonomi lemah 
memerlukan mekanisme transfer agar standar pelayanan minimum tetap dapat dipenuhi. 

Pemerataan fiskal tidak berarti semua daerah menerima jumlah yang sama. Ia berarti penduduk memiliki 
kesempatan memperoleh layanan dasar yang layak terlepas dari tempat tinggal. Formula transfer, 
insentif kinerja, dan kapasitas administrasi lokal harus saling melengkapi. Pajak properti dan sumber 
penerimaan lokal lain dapat dikembangkan tanpa menciptakan kompetisi tarif yang merusak. 

Kebijakan pajak nasional juga memiliki dampak spasial. Insentif investasi, kawasan ekonomi, dan 
kebijakan sumber daya alam dapat memindahkan aktivitas ekonomi antarwilayah. Karena itu, evaluasi 
kesejahteraan harus mempertimbangkan siapa yang menanggung biaya lingkungan dan sosial serta 
siapa yang memperoleh manfaat fiskal. 

18. Pajak Lingkungan dan Kesejahteraan Jangka Panjang 
Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan. Polusi udara, banjir, degradasi lahan, dan 
perubahan iklim menimbulkan biaya kesehatan serta ekonomi. Pajak lingkungan dan instrumen harga 
karbon dapat menginternalisasi externalities dengan membuat pelaku ekonomi menghadapi sebagian 
biaya sosial dari emisi dan pencemaran. 

Namun reformasi hijau memiliki dampak distribusi. Kenaikan harga energi dapat membebani rumah 
tangga berpendapatan rendah dan sektor yang belum memiliki alternatif. Karena itu, penerimaan dari 
instrumen lingkungan dapat digunakan untuk kompensasi terarah, transportasi publik, efisiensi energi, 
dan transisi pekerja. Pendekatan ini mengubah pajak lingkungan dari sekadar pungutan menjadi paket 
reformasi yang adil. 

Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut melindungi taraf hidup karena mengurangi risiko bencana, 
biaya kesehatan, dan kerusakan produktivitas. Prinsip intergenerational equity menegaskan bahwa 
sistem fiskal juga harus mempertimbangkan generasi masa depan. 

19. Tax Expenditure dan Evaluasi Insentif 
Tax expenditure adalah penerimaan yang tidak dipungut karena pembebasan, pengurangan, kredit, atau 
perlakuan khusus. Secara ekonomi, tax expenditure menyerupai belanja karena keduanya menggunakan 
sumber daya publik untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaannya adalah insentif pajak sering kurang 
terlihat dalam anggaran, sehingga pengawasan publik dapat lebih lemah. 
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Untuk memastikan kontribusinya pada kesejahteraan, setiap insentif perlu dievaluasi berdasarkan 
additionality, cost-effectiveness, distributional impact, dan administrative simplicity. Apakah investasi 
benar-benar tambahan? Berapa pekerjaan yang tercipta? Apakah pekerjaan tersebut berkualitas? 
Apakah manfaat terkonsentrasi pada perusahaan besar? Apakah fasilitas menciptakan ketidakadilan 
horizontal? Pertanyaan ini harus dijawab dengan data. 

Publikasi laporan tax expenditure secara rutin membantu transparansi. Jika suatu fasilitas tidak efektif, 
sumber daya fiskal dapat dialihkan ke program yang menghasilkan manfaat lebih besar. Dengan 
demikian, reformasi insentif merupakan bagian dari strategi peningkatan taraf hidup, walaupun efeknya 
tidak selalu terlihat secara langsung. 

20. Administrasi Pajak yang Sederhana sebagai Infrastruktur Kesejahteraan 
Biaya kepatuhan adalah biaya nyata: waktu, tenaga, konsultasi, sistem, dan ketidakpastian. Bagi usaha 
kecil, biaya ini dapat relatif lebih berat daripada pajak yang dibayar. Karena itu, simplifikasi administrasi 
memiliki dimensi kesejahteraan dan produktivitas. Sistem yang mudah dipahami menurunkan hambatan 
formalitas, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan sumber daya dialihkan ke aktivitas produktif. 

Simplifikasi tidak berarti mengabaikan pengawasan. Justru proses yang standar dan digital dapat 
memperkuat kontrol. Pre-filled returns, single sign-on, integrasi data, pembayaran yang mudah, serta 
petunjuk yang jelas merupakan contoh bagaimana teknologi mengurangi friction. Regulasi juga perlu 
stabil dan memiliki masa transisi yang cukup agar pelaku ekonomi dapat menyesuaikan diri. 

Kepastian hukum adalah aset ekonomi. Ketika wajib pajak dapat memprediksi konsekuensi transaksi, 
keputusan investasi menjadi lebih baik. Karena itu, kualitas regulasi dan sengketa pajak merupakan 
bagian dari lingkungan usaha dan pada akhirnya memengaruhi lapangan kerja serta pendapatan 
masyarakat. 

21. Fiscal Incidence: Siapa Membayar dan Siapa Mendapat Manfaat? 
Analisis fiscal incidence menggabungkan pajak dan belanja untuk menilai dampak distribusi bersih. 
Pajak formal dapat dibayar perusahaan tetapi bebannya sebagian diteruskan ke konsumen, pekerja, atau 
pemilik modal. Sebaliknya, program publik dapat memberikan manfaat tidak langsung melalui harga, 
produktivitas, atau kualitas lingkungan. Karena itu, incidence ekonomi lebih penting daripada sekadar 
siapa yang secara hukum menyetor pajak. 

Dalam mengevaluasi taraf hidup, pemerintah perlu memetakan kelompok pendapatan, wilayah, gender, 
usia, dan status pekerjaan. Contohnya, subsidi atau pengecualian PPN yang tampak membantu semua 
orang mungkin memberikan manfaat absolut lebih besar kepada kelompok kaya karena konsumsi 
mereka lebih tinggi. Transfer tunai yang terarah kadang lebih efektif untuk redistribusi. Namun setiap 
pilihan juga memiliki biaya administrasi dan risiko exclusion. 

Penguatan basis data rumah tangga dan model microsimulation dapat membantu mengevaluasi 
reformasi sebelum diterapkan. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat bergerak dari pendekatan 
agregat menuju evidence-based distributional policy. 
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22. Kualitas Belanja Publik: Sisi Lain Reformasi Pajak 
Tidak ada reformasi pajak yang sepenuhnya berhasil jika kualitas belanja publik rendah. Penerimaan 
adalah input; kesejahteraan adalah outcome. Di antara keduanya terdapat proses penganggaran, 
pengadaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setiap kebocoran atau inefisiensi mengurangi 
social return dari pajak dan dapat merusak kepercayaan. 

Pendekatan performance budgeting perlu memperkuat hubungan antara alokasi dan hasil. Indikator 
tidak boleh hanya menghitung jumlah kegiatan, tetapi perubahan yang bermakna: peningkatan 
pembelajaran, penurunan waktu tempuh, pengurangan kematian yang dapat dicegah, peningkatan 
akses air bersih, atau penurunan kemiskinan. Evaluasi program dan sunset mechanism membantu 
menghentikan kegiatan yang tidak efektif. 

Transparansi belanja juga meningkatkan tax morale. Masyarakat lebih bersedia mendukung penerimaan 
ketika dapat melihat penggunaan dana secara jelas. Dengan kata lain, reformasi belanja merupakan 
bagian inheren dari reformasi pajak. 

23. Kebijakan Pajak dalam Era Ekonomi Digital 
Ekonomi digital menciptakan peluang produktivitas sekaligus tantangan perpajakan. Aktivitas dapat 
berlangsung lintas yurisdiksi tanpa kehadiran fisik tradisional, data menjadi aset penting, dan platform 
mempertemukan jutaan transaksi skala kecil. Sistem pajak perlu menangkap nilai ekonomi tanpa 
menghambat inovasi dan akses digital. 

Koordinasi internasional menjadi lebih penting karena perusahaan multinasional dapat mengalokasikan 
laba dan aset tidak berwujud di berbagai negara. Indonesia membutuhkan kapasitas untuk menerapkan 
standar internasional, pertukaran informasi, dan dokumentasi transfer pricing yang proporsional. Pada 
sisi domestik, platform digital juga dapat membantu administrasi melalui pencatatan transaksi dan 
withholding yang sederhana. 

Bagi masyarakat, tujuan akhirnya adalah menciptakan level playing field antara usaha digital dan 
konvensional serta memastikan pertumbuhan sektor baru berkontribusi pada pembiayaan publik. 
Kebijakan harus menghindari beban kepatuhan yang menghambat start-up dan usaha mikro, sehingga 
diferensiasi berdasarkan ukuran dan risiko tetap diperlukan. 

24. Risiko Kebijakan: Over-Taxation, Distorsi, dan Ketidakpastian 
Pajak yang terlalu tinggi, terlalu kompleks, atau terlalu sering berubah dapat mengurangi investasi dan 
mendorong aktivitas informal. Karena itu, orientasi kesejahteraan tidak identik dengan ekspansi pajak 
tanpa batas. Teori optimal taxation menempatkan trade-off antara redistribusi dan distorsi perilaku. 
Kebijakan yang baik mencari basis yang luas, tarif yang wajar, serta administrasi yang kuat. 

Ketidakpastian juga memiliki biaya. Perubahan aturan mendadak membuat perusahaan menunda 
investasi dan rumah tangga sulit merencanakan keputusan. Konsultasi publik, regulatory impact 
assessment, masa transisi, dan panduan implementasi dapat mengurangi biaya tersebut. Stabilitas 
kebijakan tidak berarti kebijakan tidak boleh berubah, tetapi perubahan harus dapat diprediksi dan 
dijelaskan. 
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Risiko lain adalah beban kumulatif. Satu pajak mungkin tampak kecil, tetapi kombinasi pajak pusat, 
daerah, pungutan, biaya administrasi, dan regulasi dapat menimbulkan beban besar. Pendekatan whole-
of-government dibutuhkan untuk melihat total burden dan dampaknya pada produktivitas. 

25. Agenda Reformasi Perpajakan untuk Pembangunan Kesejahteraan 2026–

2035 
Agenda jangka menengah Indonesia sebaiknya berfokus pada lima sasaran yang saling memperkuat. 
Pertama, memperluas basis pajak secara adil dengan mengurangi celah, meningkatkan formalitas, dan 
memperbaiki data. Kedua, menjaga progresivitas dengan memperkuat pajak penghasilan dan 
mengurangi arbitrase antarjenis pendapatan. Ketiga, mempertahankan perlindungan terhadap 
konsumsi kebutuhan dasar serta mengkompensasi kelompok rentan ketika reformasi meningkatkan 
harga. Keempat, memperkuat pajak properti dan instrumen lingkungan dengan desain yang 
mempertimbangkan kemampuan membayar. Kelima, menjadikan digitalisasi sebagai sarana 
simplifikasi dan fairness, bukan sekadar pengawasan. 

Sisi penerimaan harus dipasangkan dengan reformasi belanja. Prioritas sebaiknya diarahkan pada 
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial adaptif, infrastruktur produktif, transformasi digital, dan 
mitigasi iklim. Setiap program perlu memiliki indikator hasil yang jelas. Indonesia juga perlu memperkuat 
institutional memory sehingga reformasi tidak bergantung pada satu siklus administrasi. 

Akhirnya, reformasi memerlukan komunikasi publik. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa 
pajak yang dibutuhkan, tetapi mengapa, siapa yang terdampak, bagaimana kelompok rentan dilindungi, 
dan hasil apa yang akan dicapai. Kejujuran mengenai trade-off meningkatkan kualitas demokrasi fiskal 
dan memperkuat legitimasi. 

26. Implikasi bagi Manajemen dan Dunia Usaha 
Bagi manajemen perusahaan, kebijakan pajak merupakan bagian dari lingkungan strategis. Keputusan 
investasi, struktur pembiayaan, rantai pasok, kompensasi, lokasi usaha, dan transformasi digital 
semuanya memiliki implikasi pajak. Namun pendekatan modern tidak lagi cukup berorientasi pada 
minimisasi pajak. Perusahaan perlu mengelola tax governance, reputasi, kepatuhan, dan kontribusi 
terhadap ekosistem sosial. 

Board dan manajemen puncak sebaiknya memahami tax risk sebagai bagian dari enterprise risk 
management. Strategi agresif yang secara hukum mungkin dapat diperdebatkan dapat menimbulkan 
risiko reputasi dan sengketa. Di era keterbukaan data, masyarakat dan investor semakin memperhatikan 
apakah perusahaan memperoleh manfaat dari infrastruktur dan pasar suatu negara tetapi membayar 
pajak secara wajar. 

Di sisi lain, pemerintah perlu memahami bahwa kepastian dan pelayanan pajak merupakan faktor daya 
saing. Hubungan yang sehat antara negara dan dunia usaha bukan hubungan zero-sum. Sistem yang adil, 
sederhana, dan kredibel dapat meningkatkan penerimaan sekaligus investasi karena mengurangi 
ketidakpastian dan menciptakan level playing field. 
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27. Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan Kebijakan Publik 
Bagi pendidikan manajemen, perpajakan perlu diajarkan tidak hanya sebagai teknik perhitungan, tetapi 
sebagai bagian dari strategi, etika, governance, dan pembangunan. Mahasiswa perlu memahami bahwa 
keputusan pajak perusahaan memiliki konsekuensi terhadap stakeholder, risiko, dan legitimasi. Analisis 
kasus dapat memperlihatkan bagaimana insentif pajak, investasi, employment, dan public value saling 
terkait. 

Kemampuan analitik juga semakin penting. Data science dapat digunakan untuk simulasi beban pajak, 
evaluasi kebijakan, dan analisis distribusi. Mahasiswa manajemen dan kebijakan publik perlu mampu 
membaca data BPS, laporan fiskal, serta statistik internasional. Literasi ini memungkinkan diskusi pajak 
bergerak dari opini menuju evidence-based reasoning. 

Etika tetap menjadi fondasi. Pertanyaan bukan hanya 'apakah legal?', tetapi juga 'apakah adil?', 'apakah 
konsisten dengan tujuan kebijakan?', dan 'apa dampaknya terhadap masyarakat?'. Perspektif ini 
membantu membentuk pemimpin yang memahami hubungan antara kepentingan organisasi dan 
keberlanjutan sistem sosial. 

28. Kesimpulan 
Kebijakan pajak adalah salah satu fondasi utama peningkatan taraf hidup masyarakat karena ia 
menentukan kapasitas negara membiayai layanan publik dan memengaruhi distribusi sumber daya 
ekonomi. Namun hubungan tersebut tidak otomatis. Pajak baru menghasilkan kesejahteraan ketika 
sistem mampu mengumpulkan penerimaan secara adil dan efisien, meminimalkan distorsi yang tidak 
perlu, serta mengubah penerimaan menjadi belanja yang produktif dan tepat sasaran. 

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam penurunan kemiskinan, tetapi ketimpangan, kerentanan, 
informalitas, dan kebutuhan layanan publik tetap menuntut kapasitas fiskal yang lebih kuat. Reformasi 
tidak seharusnya bergantung pada kenaikan tarif semata. Prioritasnya adalah perluasan basis, 
progresivitas yang rasional, administrasi digital, kepastian hukum, evaluasi insentif, penguatan pajak 
properti, dan koordinasi internasional. Pada saat yang sama, kualitas belanja, transparansi, dan 
akuntabilitas harus terus diperbaiki. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pajak bukan jumlah formulir yang diproses atau sekadar 
persentase target penerimaan yang tercapai, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat: 
anak yang belajar lebih baik, keluarga yang tidak jatuh miskin karena sakit, pekerja yang memperoleh 
peluang produktif, daerah yang mendapatkan infrastruktur layak, dan warga yang memiliki keyakinan 
bahwa kontribusi mereka dikelola secara adil. Dalam pengertian inilah pajak menjadi jembatan dari 
penerimaan negara menuju kesejahteraan rakyat. 

29. Matriks Kebijakan: Instrumen Pajak dan Dampak Kesejahteraan 

Instrumen Tujuan fiskal Risiko utama 
Dampak kesejahteraan 
yang diharapkan 

PPh orang pribadi 
progresif 

Keadilan vertikal dan 
penerimaan 

Penghindaran dan 
shifting 

Redistribusi dan 
pembiayaan layanan 
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PPN/pajak konsumsi Basis penerimaan luas Regresivitas relatif Pembiayaan publik 
dengan perlindungan 
kebutuhan dasar 

Pajak properti Penerimaan lokal stabil Masalah valuasi dan 
likuiditas 

Infrastruktur lokal dan 
pemerataan wilayah 

Pajak korporasi Kontribusi laba usaha Mobilitas modal Pendanaan publik dan 
level playing field 

Pajak lingkungan Internalisasi externality Dampak harga energi Kesehatan, iklim, dan 
kualitas lingkungan 

Digitalisasi 
administrasi 

Kepatuhan dan 
efisiensi 

Privasi, bias, kegagalan 
sistem 

Fairness dan biaya 
kepatuhan lebih 
rendah 

30. Rekomendasi Strategis 
1. Perluas basis pajak melalui formalisasi, integrasi data, dan pengurangan pengecualian yang tidak 

efektif, bukan melalui kenaikan tarif yang tidak selektif. 
2. Pertahankan progresivitas PPh dan perkuat kemampuan mengatasi arbitrase, pengalihan laba, 

serta ketidaksetaraan perlakuan antarjenis pendapatan. 
3. Jaga perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan gunakan transfer yang tepat sasaran untuk 

mengimbangi dampak pajak konsumsi terhadap kelompok rentan. 
4. Perkuat pajak properti dan kualitas valuasi sebagai sumber fiskal daerah yang dapat dikaitkan 

langsung dengan perbaikan layanan lokal. 
5. Jadikan tax expenditure sebagai objek evaluasi publik berkala dengan target, indikator, dan sunset 

clause yang jelas. 
6. Gunakan Core Tax, AI, dan analitik risiko untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menurunkan 

compliance cost; lengkapi dengan perlindungan data dan mekanisme keberatan. 
7. Hubungkan komunikasi penerimaan dengan outcome belanja: pendidikan, kesehatan, 

perlindungan sosial, infrastruktur, dan transformasi digital. 
8. Bangun kerangka fiscal incidence yang rutin agar setiap reformasi besar dievaluasi berdasarkan 

dampak pada kelompok pendapatan dan wilayah. 
9. Perkuat koordinasi pusat-daerah sehingga kapasitas fiskal yang berbeda tidak menghasilkan 

kesenjangan layanan publik yang terlalu besar. 
10. Tempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian inti kebijakan pajak untuk meningkatkan 

tax morale dan legitimasi negara. 

31. Kelas Menengah, Daya Beli, dan Desain Kebijakan Pajak 
Kelas menengah memiliki posisi strategis dalam hubungan antara pajak dan kesejahteraan karena 
kelompok ini sekaligus menjadi pembayar pajak, konsumen utama, penabung, investor kecil, dan 
sumber tenaga profesional. Ketika beban pajak serta biaya hidup meningkat lebih cepat daripada 
pendapatan riil, kelas menengah dapat mengalami tekanan yang menurunkan konsumsi, tabungan, dan 
kemampuan membiayai pendidikan. Sebaliknya, ketika sistem pajak terlalu banyak memberi perlakuan 
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khusus kepada kelompok atas, kelas menengah dapat merasa bahwa beban fiskal tidak terbagi secara 
adil. Karena itu, desain kebijakan harus menjaga progressivity sekaligus menghindari bracket creep dan 
beban administratif yang tidak proporsional. 

Kualitas layanan publik sangat menentukan persepsi kelas menengah terhadap pajak. Jika sekolah 
negeri, transportasi umum, layanan kesehatan, dan keamanan berkualitas tinggi, rumah tangga tidak 
perlu membeli seluruh layanan secara privat. Secara ekonomi, hal ini meningkatkan disposable income 
efektif, walaupun nominal pajak tetap sama. Dengan kata lain, peningkatan taraf hidup tidak hanya 
berasal dari pengurangan pajak, tetapi juga dari substitusi pengeluaran privat melalui layanan publik 
yang baik. 

Kebijakan bagi kelas menengah seharusnya memperkuat mobilitas ke atas. Insentif untuk pendidikan, 
kepemilikan rumah yang wajar, tabungan pensiun, dan investasi produktif dapat dirancang tanpa 
berubah menjadi loophole yang terutama dimanfaatkan kelompok berpendapatan sangat tinggi. 
Transparansi dan evaluasi distribusi menjadi kunci agar dukungan kepada kelas menengah tetap 
konsisten dengan tujuan pemerataan. 

32. Perspektif Gender dalam Kebijakan Pajak 
Kebijakan pajak tampak netral karena tarif tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi 
dampaknya dapat berbeda karena struktur pekerjaan, kepemilikan aset, tanggung jawab pengasuhan, 
dan pola konsumsi berbeda. Perempuan lebih banyak ditemukan pada pekerjaan informal tertentu dan 
sering menanggung unpaid care work. Jika sistem pajak dan transfer tidak mempertimbangkan biaya 
pengasuhan atau akses layanan, peluang kerja perempuan dapat terhambat. 

Analisis gender-responsive taxation tidak berarti menciptakan tarif berbeda berdasarkan jenis kelamin. 
Fokusnya adalah mengidentifikasi bias implisit dan memastikan bahwa sistem mendukung partisipasi 
ekonomi. Pembiayaan childcare, kesehatan maternal, transportasi aman, dan pelatihan dapat 
memberikan dampak produktivitas yang besar. Di sisi administrasi, pendaftaran dan layanan pajak harus 
dapat diakses oleh usaha mikro yang banyak dikelola perempuan. 

Peningkatan partisipasi kerja perempuan memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan pendapatan 
rumah tangga. Karena itu, kebijakan pajak dan belanja yang responsif gender dapat menciptakan 
virtuous cycle: kesempatan ekonomi meningkat, basis penerimaan meluas, dan kapasitas negara 
membiayai layanan semakin kuat. 

33. Perspektif Antar-Generasi dan Beban Fiskal Masa Depan 
Kebijakan pajak hari ini menentukan distribusi beban antar-generasi. Pembangunan infrastruktur yang 
dibiayai utang dapat adil jika manfaatnya dinikmati generasi mendatang, tetapi menjadi problematik jika 
utang digunakan untuk belanja yang tidak produktif. Pajak berperan memastikan bahwa pembiayaan 
negara memiliki basis yang berkelanjutan sehingga generasi muda tidak mewarisi kewajiban tanpa aset 
atau layanan yang setara. 

Penuaan penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan kesehatan dan pensiun. Indonesia 
perlu menyiapkan sistem fiskal sebelum perubahan demografi menjadi tekanan besar. Basis pajak yang 
luas, formalitas tenaga kerja, produktivitas, dan tabungan jangka panjang merupakan elemen penting. 
Kebijakan yang terlalu bergantung pada pajak konsumsi dapat memberikan beban berbeda kepada 
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kelompok usia, sementara pajak properti dan pendapatan modal dapat membantu diversifikasi sumber 
penerimaan. 

Prinsip intergenerational equity juga berlaku pada lingkungan. Ketika pajak lingkungan digunakan untuk 
mempercepat transisi energi dan adaptasi iklim, negara melindungi aset alam serta mengurangi biaya 
yang seharusnya ditanggung generasi berikutnya. Dengan demikian, kebijakan pajak adalah bagian dari 
kontrak sosial lintas waktu. 

34. Pajak dan Ketahanan Pangan 
Taraf hidup rumah tangga berpendapatan rendah sangat sensitif terhadap harga pangan karena porsi 
pengeluaran untuk makanan relatif besar. Data kemiskinan BPS menunjukkan dominasi komponen 
makanan dalam garis kemiskinan. Karena itu, perubahan pajak yang memengaruhi input pertanian, 
distribusi, transportasi, atau konsumsi harus dianalisis terhadap harga pangan. Kebijakan yang 
meningkatkan biaya rantai pasok tanpa kompensasi dapat mengurangi kesejahteraan. 

Di sisi lain, penerimaan pajak dapat mendukung irigasi, jalan produksi, riset pertanian, penyuluhan, 
cadangan pangan, dan data pasar. Investasi tersebut meningkatkan produktivitas dan mengurangi 
volatilitas harga. Pajak juga dapat digunakan untuk mengoreksi externalities, namun kebijakan harus 
memperhatikan kondisi petani kecil dan memastikan transisi yang realistis. 

Pendekatan terbaik adalah mengintegrasikan kebijakan pajak dengan strategi pangan. Insentif yang 
diberikan kepada sektor pertanian perlu dievaluasi berdasarkan produktivitas, ketahanan, dan manfaat 
bagi petani, bukan hanya jumlah fasilitas. Dengan demikian, fiskal berfungsi memperkuat supply side 
sekaligus melindungi daya beli. 

35. Pajak dan Perumahan yang Terjangkau 
Perumahan adalah komponen penting taraf hidup dan sekaligus aset terbesar bagi banyak rumah tangga. 
Pajak properti, bea transaksi, insentif kredit, dan kebijakan tanah dapat memengaruhi harga rumah, 
mobilitas, dan distribusi kekayaan. Pajak transaksi yang terlalu tinggi dapat menghambat mobilitas, 
sementara pajak kepemilikan yang dirancang baik dapat mendorong penggunaan tanah lebih efisien dan 
memperkuat penerimaan lokal. 

Masalah affordability di kota besar tidak dapat diselesaikan dengan insentif pajak saja. Pasokan tanah, 
zoning, transportasi, dan perizinan menentukan biaya rumah. Namun pajak dapat mengurangi spekulasi 
jika dirancang hati-hati dan mendorong pemanfaatan aset idle. Penerimaan lokal dapat digunakan untuk 
transportasi massal dan infrastruktur yang memperluas wilayah hunian efektif. 

Kebijakan harus menghindari beban berlebihan pada rumah tangga dengan likuiditas rendah. Keringanan 
berbasis kondisi, deferral bagi lansia tertentu, dan valuasi yang transparan dapat menjaga fairness. 
Tujuan akhirnya adalah sistem yang mendukung akses hunian, mobilitas kerja, dan pembiayaan kota 
yang sehat. 

36. Pajak, Transportasi, dan Mobilitas Sosial 
Akses transportasi menentukan apakah masyarakat dapat mencapai pekerjaan, sekolah, layanan 
kesehatan, dan pasar. Ketika biaya perjalanan tinggi, upah nominal yang sama menghasilkan taraf hidup 
yang lebih rendah. Pajak bahan bakar, kendaraan, dan instrumen congestion pricing dapat digunakan 
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untuk mengelola externalities, tetapi penerimaannya perlu dikaitkan dengan pilihan transportasi yang 
lebih baik. 

Jika pajak kendaraan atau energi dinaikkan tanpa transportasi publik yang layak, beban dapat jatuh pada 
pekerja yang tidak memiliki alternatif. Sebaliknya, jika pendapatan digunakan untuk bus, kereta, trotoar, 
dan konektivitas antarmoda, reformasi dapat memperbaiki kesejahteraan sekaligus lingkungan. Ini 
contoh penting prinsip revenue recycling. 

Mobilitas transportasi juga merupakan mobilitas sosial. Akses yang lebih murah ke pusat pekerjaan 
memperluas pasar tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas matching. Dengan demikian, kebijakan 
pajak transportasi seharusnya dinilai dari total sistem, bukan pungutan secara terpisah. 

37. Pajak dan Transformasi Energi 
Transisi energi membutuhkan investasi besar dan perubahan insentif. Pajak karbon, cukai energi, dan 
pengurangan subsidi yang tidak tepat dapat mengarahkan konsumsi serta investasi ke teknologi yang 
lebih bersih. Namun dampak jangka pendek terhadap harga energi dapat signifikan bagi rumah tangga 
dan industri. Karena itu, sequencing dan kompensasi menjadi penting. 

Penerimaan dari instrumen energi dapat digunakan untuk transfer bagi kelompok rentan, efisiensi energi 
rumah tangga, transportasi publik, dan reskilling pekerja. Pendekatan tersebut menciptakan just 
transition. Untuk industri, kebijakan perlu memberi kepastian jangka panjang agar investasi teknologi 
rendah karbon dapat direncanakan. 

Dari perspektif taraf hidup, manfaat transisi mencakup udara lebih bersih, risiko iklim lebih rendah, dan 
kesempatan kerja baru. Biaya dan manfaat tersebar pada waktu yang berbeda sehingga komunikasi 
publik perlu menjelaskan trade-off secara terbuka. 

38. Pajak dan Ekonomi Kreatif serta Digital 
Ekonomi kreatif dan digital berkembang melalui modal manusia, jaringan, kekayaan intelektual, dan 
platform. Kebijakan pajak yang terlalu kompleks dapat menghambat usaha baru, sedangkan ketiadaan 
aturan dapat menciptakan ketidakadilan dengan sektor konvensional. Threshold, simplifikasi, dan 
perlakuan terhadap royalty serta layanan lintas negara perlu dirancang jelas. 

Bagi pekerja digital mandiri, sistem withholding dan pelaporan yang sederhana dapat mengurangi 
ketidakpastian. Platform dapat membantu pencatatan, tetapi kewajiban harus proporsional agar tidak 
menciptakan barrier to entry. Di sisi lain, pelaku besar harus tetap berkontribusi secara wajar sesuai nilai 
ekonomi yang dihasilkan. 

Penerimaan dari ekonomi digital dapat membiayai infrastruktur broadband dan pendidikan digital, 
sehingga terbentuk feedback loop positif. Sistem pajak kemudian menjadi bagian dari ekosistem inovasi, 
bukan sekadar mekanisme pemungutan. 

39. Pajak atas Barang yang Menimbulkan Externalities 
Cukai atas rokok, minuman berpemanis, atau produk lain sering dibenarkan karena konsumsi 
menimbulkan biaya kesehatan atau sosial yang tidak sepenuhnya ditanggung konsumen. Pajak 
semacam ini dapat mengurangi konsumsi berisiko dan menghasilkan penerimaan. Namun karena 
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konsumsi beberapa produk cukup tinggi pada kelompok pendapatan rendah, dampak distribusi harus 
diperhatikan. 

Penggunaan penerimaan untuk layanan kesehatan, pencegahan, dan dukungan transisi pekerja dapat 
meningkatkan legitimasi. Kebijakan juga harus mempertimbangkan pasar ilegal; tarif yang meningkat 
tanpa penegakan dapat mendorong perdagangan gelap. Karena itu, desain tarif, administrasi, tracking, 
dan edukasi publik harus berjalan bersama. 

Dalam kerangka kesejahteraan, ukuran keberhasilan bukan semata penerimaan cukai. Penurunan 
penyakit, peningkatan produktivitas, dan berkurangnya pengeluaran kesehatan rumah tangga 
merupakan outcome yang lebih substantif. 

40. Ketahanan Fiskal terhadap Bencana dan Krisis 
Indonesia menghadapi risiko bencana alam, pandemi, dan shock eksternal. Ketika krisis terjadi, 
penerimaan dapat turun bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan belanja. Sistem pajak yang 
memiliki basis luas dan administrasi kuat meningkatkan fiscal resilience karena negara dapat 
merespons lebih cepat tanpa menciptakan ketidakstabilan pembiayaan. 

Kebijakan kontinjensi dapat mencakup penundaan pajak sementara bagi usaha terdampak, percepatan 
restitusi, atau insentif terarah untuk pemulihan. Namun dukungan sementara perlu memiliki kriteria dan 
batas waktu agar tidak menjadi fasilitas permanen. Data real-time membantu mengidentifikasi sektor 
dan wilayah yang benar-benar membutuhkan bantuan. 

Ketahanan fiskal adalah bagian dari taraf hidup karena masyarakat membutuhkan negara yang mampu 
hadir saat risiko besar terjadi. Cadangan, asuransi bencana, pembiayaan kontinjensi, dan basis pajak 
yang sehat membentuk sistem perlindungan nasional. 

41. Reformasi Administrasi dan Pengalaman Wajib Pajak 
Pengalaman wajib pajak memengaruhi kepatuhan. Formulir yang rumit, portal yang sulit digunakan, 
jawaban yang tidak konsisten, atau proses keberatan yang lambat dapat menciptakan biaya dan 
frustrasi. Administrasi modern perlu memperlakukan wajib pajak sebagai pengguna layanan sekaligus 
subjek hukum. Service quality dan enforcement bukan dua pilihan yang berlawanan; keduanya saling 
melengkapi. 

Segmentasi layanan dapat meningkatkan efektivitas. Wajib pajak kecil membutuhkan simplifikasi dan 
edukasi, perusahaan besar memerlukan kepastian atas transaksi kompleks, sedangkan kasus berisiko 
tinggi memerlukan pengawasan lebih intensif. Data memungkinkan resource allocation yang lebih baik. 

Jika pelayanan membaik, voluntary compliance meningkat dan biaya ekonomi menurun. Dalam jangka 
panjang, hal ini memungkinkan negara memperoleh penerimaan lebih banyak dengan konflik lebih 
sedikit, yang pada akhirnya memperkuat ruang fiskal untuk kesejahteraan. 

42. Sengketa Pajak, Kepastian Hukum, dan Investasi 
Sengketa pajak merupakan bagian normal dari sistem kompleks, tetapi jumlah dan durasi sengketa yang 
tinggi menunjukkan masalah kepastian. Ketidakpastian mengenai interpretasi aturan dapat membuat 
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perusahaan menahan investasi dan menambah provision biaya. Bagi pemerintah, sengketa juga 
menyerap sumber daya dan menunda penerimaan. 

Pencegahan lebih baik daripada penyelesaian. Ruling, guidance, konsultasi, dan standardisasi 
interpretasi dapat mengurangi sengketa. Ketika sengketa tetap terjadi, proses keberatan dan peradilan 
harus independen, transparan, dan tepat waktu. Kepastian prosedural sama pentingnya dengan 
kepastian substantif. 

Lingkungan pajak yang dapat diprediksi mendukung produktivitas dan pekerjaan. Karena itu, reformasi 
dispute resolution merupakan bagian dari strategi kesejahteraan meskipun dampaknya bekerja melalui 
iklim investasi. 

43. Transparansi Fiskal dan Partisipasi Publik 
Transparansi meningkatkan kualitas keputusan dan legitimasi. Masyarakat perlu mengetahui sumber 
penerimaan, siapa yang menerima fasilitas pajak, bagaimana anggaran dialokasikan, dan apa hasil 
program. Informasi yang terlalu teknis tanpa konteks tidak cukup; transparansi harus dapat dipahami 
oleh publik. 

Partisipasi publik dapat memperbaiki desain karena kelompok berbeda memiliki informasi mengenai 
dampak lapangan. Konsultasi terhadap reformasi besar membantu mengidentifikasi unintended 
consequences. Namun partisipasi harus terstruktur agar tidak hanya didominasi kelompok dengan 
sumber daya lobi besar. 

Ketika warga merasa didengar dan dapat mengawasi, hubungan pajak-negara menjadi lebih kuat. 
Transparansi bukan tambahan kosmetik, melainkan infrastruktur institusional bagi kontrak sosial. 

44. Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Kebijakan Pajak 
Keberhasilan reformasi perlu diukur dengan dashboard yang melampaui penerimaan bruto. Indikator 
dapat mencakup tax-to-GDP ratio, tax gap, compliance cost, jumlah wajib pajak aktif, waktu restitusi, 
sengketa, distribusi beban pajak, serta efektivitas insentif. Indikator administrasi harus dipadukan 
dengan kemiskinan, Gini, employment, akses layanan, dan human capital. 

Pemerintah juga perlu membedakan output dan outcome. Jumlah audit adalah output; peningkatan 
kepatuhan sukarela adalah outcome. Jumlah fasilitas kesehatan adalah output; penurunan unmet need 
atau financial hardship adalah outcome. Pendekatan ini mencegah birokrasi mengejar angka kegiatan 
yang tidak berkaitan erat dengan kesejahteraan. 

Evaluasi independen dan publikasi metodologi meningkatkan kredibilitas. Ketika reformasi gagal 
mencapai tujuan, kebijakan perlu disesuaikan. Learning government adalah ciri kapasitas fiskal yang 
matang. 

45. Skenario Indonesia 2035: Perpajakan sebagai Infrastruktur Pembangunan 

Sosial 
Indonesia 2035 dapat menghadapi dua lintasan. Pada lintasan pertama, basis pajak tetap sempit, 
administrasi kompleks, insentif tidak dievaluasi, dan kepercayaan rendah. Penerimaan terbatas 
membuat layanan publik sulit mengejar kebutuhan masyarakat, sehingga rumah tangga harus membeli 
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layanan secara privat dan ketimpangan kesempatan bertahan. Pada lintasan kedua, reformasi berhasil 
memperluas basis, meningkatkan formalitas, memanfaatkan data secara bertanggung jawab, dan 
memperbaiki kualitas belanja. Dalam skenario ini, pajak menjadi infrastruktur sosial yang mendukung 
mobilitas dan produktivitas. 

Perbedaan kedua lintasan tidak semata ditentukan oleh tarif, tetapi oleh institusi. Kemampuan 
mengelola data, menegakkan aturan secara adil, memberikan pelayanan, mengevaluasi program, dan 
menjaga transparansi menjadi faktor penentu. Reformasi pajak pada akhirnya adalah reformasi negara. 

Visi pajak sebagai infrastruktur sosial membantu memindahkan diskusi dari narasi beban menuju narasi 
investasi bersama. Pajak tetap merupakan kewajiban dan harus dibatasi oleh hukum, tetapi legitimasi 
tumbuh ketika masyarakat melihat hasil yang meningkatkan kehidupan sehari-hari. 

46. Penutup Reflektif: Dari Kepatuhan menuju Kontrak Sosial dan 

Kesejahteraan 
Hubungan pajak dan taraf hidup merupakan siklus. Negara yang memperoleh penerimaan dapat 
menyediakan layanan; layanan yang berkualitas meningkatkan produktivitas dan kepercayaan; 
produktivitas memperluas basis ekonomi; kepercayaan meningkatkan kepatuhan; dan kepatuhan 
kembali memperkuat penerimaan. Siklus yang baik ini tidak muncul otomatis, tetapi dibangun melalui 
kebijakan dan institusi. 

Indonesia memiliki peluang besar karena ukuran ekonomi, populasi produktif, digitalisasi, dan proses 
formalisasi dapat memperluas basis fiskal. Tantangan utama adalah memastikan bahwa perluasan 
tersebut dirasakan adil dan menghasilkan manfaat. Fokus pada fairness, simplicity, capacity, dan public 
value memberikan kerangka yang konsisten untuk menilai reformasi. 

Dengan demikian, kebijakan pajak seharusnya selalu dipertanyakan melalui satu ukuran normatif 
sekaligus praktis: apakah perubahan ini membuat sistem ekonomi lebih mampu menciptakan 
kehidupan yang layak, peluang yang lebih luas, dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat? Jika 
jawabannya ya dan prosesnya dilakukan secara transparan, pajak benar-benar berfungsi sebagai 
instrumen pembangunan manusia. 

47. Kebijakan Pajak dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Produktivitas tenaga kerja menentukan kemampuan ekonomi membayar upah yang lebih tinggi secara 
berkelanjutan. Pajak dapat memengaruhi produktivitas melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, 
transportasi, riset, dan infrastruktur digital. Jika penerimaan digunakan untuk memperbaiki kualitas 
modal manusia dan mengurangi friksi pasar kerja, pajak dapat meningkatkan output per pekerja 
meskipun pada saat yang sama ia mengurangi sebagian pendapatan disposable. Analisis kesejahteraan 
karena itu perlu melihat efek jangka panjang, bukan hanya beban langsung. 

Desain pajak tenaga kerja juga perlu hati-hati. Beban yang terlalu tinggi pada pekerja formal dapat 
memperlebar perbedaan biaya antara sektor formal dan informal. Di sisi lain, kontribusi yang terkait 
dengan perlindungan sosial dapat meningkatkan keamanan kerja dan mengurangi risiko rumah tangga. 
Strategi yang baik adalah menyeimbangkan kontribusi, manfaat, dan insentif formalitas. Ketika pekerja 
melihat manfaat yang nyata, kontribusi tidak sekadar dipersepsikan sebagai potongan penghasilan. 
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Dalam konteks otomatisasi dan AI, pajak dapat mendukung reskilling. Pendapatan fiskal yang 
dialokasikan pada pelatihan berbasis kebutuhan industri membantu pekerja berpindah ke pekerjaan 
dengan produktivitas lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan pajak ikut menentukan kemampuan 
masyarakat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. 

48. Pajak, Inovasi, dan Ekosistem Riset 
Inovasi menghasilkan spillover yang tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh perusahaan yang melakukan 
riset. Karena itu, negara sering memberikan insentif pajak untuk R&D atau pembiayaan riset publik. 
Kebijakan semacam ini dapat meningkatkan kesejahteraan jika benar-benar mendorong additional 
research dan memperkuat difusi teknologi. Namun insentif harus dirancang agar tidak berubah menjadi 
subsidi terhadap pengeluaran yang akan dilakukan tanpa kebijakan tersebut. 

Evaluasi dapat menggunakan indikator tambahan paten, investasi R&D, kolaborasi universitas-industri, 
produktivitas, dan pengembangan tenaga ahli. Desain juga perlu memastikan akses bagi perusahaan 
menengah dan start-up, bukan hanya korporasi besar yang memiliki kapasitas administrasi untuk 
memanfaatkan fasilitas kompleks. Simplifikasi prosedur dapat meningkatkan fairness dan efektivitas. 

Penerimaan pajak juga membiayai riset dasar yang manfaatnya bersifat publik. Kombinasi riset publik 
dan insentif privat dapat membangun ekosistem inovasi yang memperluas peluang ekonomi dan 
akhirnya meningkatkan taraf hidup melalui produk, pekerjaan, dan produktivitas baru. 

49. Pajak dan Ketahanan Keluarga 
Rumah tangga adalah unit penting dalam analisis kesejahteraan. Keputusan bekerja, mengasuh anak, 
menabung, dan membeli rumah dipengaruhi oleh struktur pajak serta transfer. Kebijakan yang 
mengabaikan ukuran keluarga atau biaya pengasuhan dapat menciptakan tekanan yang berbeda pada 
rumah tangga dengan kondisi serupa. Karena itu, desain tunjangan, pengurangan, atau transfer perlu 
diuji terhadap distribusi manfaat. 

Keluarga berpendapatan rendah paling rentan terhadap shock kecil. Tambahan biaya sekolah, 
kesehatan, atau transportasi dapat mengurangi konsumsi makanan atau memaksa berutang. Jika 
penerimaan pajak digunakan untuk layanan universal dasar dan perlindungan terarah, resilience rumah 
tangga meningkat. Ini menunjukkan bahwa kualitas sistem fiskal dapat diukur dari kemampuannya 
mencegah downward mobility. 

Ketahanan keluarga juga memengaruhi generasi berikutnya. Anak yang memperoleh nutrisi, kesehatan, 
dan pendidikan berkualitas memiliki peluang pendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, pajak dan 
belanja sosial memiliki return antargenerasi yang besar. 

50. Pajak dan Keuangan Daerah yang Berkelanjutan 
Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang stabil agar dapat merencanakan pelayanan 
jangka menengah. Ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat dapat mengurangi hubungan 
langsung antara warga dan pemerintah lokal. Pajak daerah yang dirancang baik dapat memperkuat 
akuntabilitas karena masyarakat lebih mudah menghubungkan kontribusi dengan kualitas jalan lokal, 
sampah, drainase, dan layanan perizinan. 
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Namun kapasitas administrasi daerah berbeda-beda. Digital cadastre, sistem pembayaran terpadu, dan 
standardisasi prosedur dapat membantu. Pemerintah pusat dapat menyediakan infrastruktur bersama 
sehingga daerah tidak perlu membangun sistem secara terpisah. Dukungan teknis juga diperlukan untuk 
valuasi properti dan analisis potensi. 

Sistem transfer tetap penting untuk equalization. Tujuannya adalah memberikan kemampuan fiskal 
minimum agar perbedaan basis pajak tidak berubah menjadi ketimpangan hak atas layanan publik. 
Kombinasi local revenue dan equalization transfer merupakan fondasi desentralisasi yang sehat. 

51. Pajak dan Kemudahan Berusaha 
Kemudahan berusaha tidak berarti pajak serendah mungkin. Pelaku usaha memerlukan kepastian, 
proses sederhana, aturan konsisten, dan kompetisi yang adil. Sistem pajak yang membiarkan sebagian 
perusahaan menghindar sementara yang lain patuh menciptakan distorsi dan mengurangi kepercayaan. 
Karena itu, enforcement yang adil justru bagian dari business climate yang sehat. 

Administrasi dapat menggunakan pendekatan once-only principle: informasi yang sudah tersedia di 
pemerintah tidak perlu diminta berulang. Integrasi registrasi, izin, dan pajak dapat mengurangi biaya. 
Bagi UMKM, pembukuan digital sederhana dan edukasi dapat menjadi jembatan menuju formalitas. 

Ketika biaya kepatuhan turun dan ketidakpastian berkurang, investasi lebih mudah direncanakan. 
Dampaknya muncul pada penciptaan kerja, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Dengan 
demikian, reformasi pajak berorientasi pelayanan adalah reformasi kesejahteraan sekaligus reformasi 
iklim usaha. 

52. Pajak, Korupsi, dan Integritas Administrasi 
Integritas merupakan prasyarat sistem pajak yang dipercaya. Diskresi yang terlalu besar tanpa kontrol 
dapat membuka ruang korupsi, sementara prosedur yang tidak transparan meningkatkan 
ketidakpastian. Digitalisasi dapat mengurangi kontak langsung dan meninggalkan audit trail, tetapi 
teknologi tidak otomatis menghapus risiko. Governance, rotasi tugas, internal control, whistleblowing, 
dan penegakan etik tetap diperlukan. 

Korupsi dalam penerimaan memiliki dampak ganda: negara kehilangan dana dan wajib pajak patuh 
merasa dirugikan. Korupsi dalam belanja juga melemahkan willingness to pay karena manfaat publik 
tidak sampai secara optimal. Oleh sebab itu, agenda integritas harus mencakup seluruh siklus fiskal. 

Kepercayaan membutuhkan bukti konsistensi. Publik perlu melihat bahwa pelanggaran ditindak tanpa 
pandang status dan bahwa aparat yang berintegritas dilindungi. Dalam jangka panjang, integritas dapat 
menurunkan biaya enforcement karena kepatuhan sukarela menguat. 

53. Pajak dan Pengurangan Ketimpangan Kesempatan 
Ketimpangan pendapatan sering berakar pada ketimpangan kesempatan. Anak dari keluarga kaya 
memiliki akses lebih besar terhadap sekolah berkualitas, jaringan, kesehatan, dan lingkungan aman. 
Pajak dapat mengurangi kesenjangan ini jika penerimaannya dialokasikan pada layanan yang 
memperluas peluang bagi kelompok yang tertinggal. Ini berbeda dengan redistribusi yang hanya 
memindahkan pendapatan setelah hasil ekonomi terbentuk. 
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Investasi pada early childhood, nutrisi, pendidikan dasar, dan konektivitas memiliki efek jangka panjang. 
Ketika akses lebih setara, masyarakat dapat berkompetisi berdasarkan kemampuan, bukan latar 
belakang. Pajak progresif kemudian berperan ganda: mengumpulkan kontribusi dari kemampuan yang 
lebih tinggi dan membiayai equality of opportunity. 

Pemerataan kesempatan juga meningkatkan efisiensi. Talenta yang sebelumnya tidak berkembang 
dapat masuk ke sektor produktif. Dengan demikian, keadilan dan pertumbuhan tidak selalu berlawanan; 
kebijakan fiskal tertentu dapat memperkuat keduanya. 

54. Pajak dan Perlindungan Konsumen 
Kebijakan pajak memengaruhi harga yang dibayar konsumen. Perubahan tarif dapat diteruskan 
seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali tergantung struktur pasar. Dalam pasar yang 
terkonsentrasi, pengurangan pajak belum tentu sepenuhnya menurunkan harga. Karena itu, evaluasi 
perlu mempertimbangkan pass-through dan kompetisi. 

Transparansi harga dan penegakan persaingan membantu memastikan manfaat kebijakan sampai 
kepada konsumen. Untuk kebutuhan pokok, pemerintah perlu memantau dampak perubahan pajak 
terhadap inflasi dan daya beli. Kebijakan kompensasi juga harus mempertimbangkan timing karena 
rumah tangga merasakan perubahan harga segera sementara manfaat program bisa terlambat. 

Perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak berdiri sendiri. Koordinasi dengan 
kebijakan persaingan, perdagangan, dan perlindungan sosial menentukan dampak akhir terhadap taraf 
hidup. 

55. Perpajakan sebagai Instrumen Kontrak Sosial dan Pembangunan 
Kontrak sosial fiskal menggambarkan hubungan timbal balik antara warga dan negara. Warga 
menyumbang sumber daya; negara menyediakan layanan, perlindungan, dan aturan yang 
memungkinkan ekonomi berjalan. Kontrak ini tidak tertulis secara sederhana, tetapi tercermin dalam 
norma, institusi, dan persepsi fairness. Ketika salah satu sisi melemah, kepatuhan dan legitimasi ikut 
terpengaruh. 

Pajak yang adil dapat memperkuat rasa kebersamaan karena biaya pembangunan ditanggung bersama. 
Namun keadilan membutuhkan transparansi mengenai siapa membayar dan siapa menerima manfaat. 
Kelompok yang berkontribusi besar membutuhkan kepastian bahwa aturan konsisten, sementara 
kelompok rentan membutuhkan jaminan bahwa sistem tidak memperburuk kondisi mereka. 

Dalam demokrasi modern, diskusi pajak adalah diskusi tentang prioritas bersama. Pendidikan fiskal 
publik membantu masyarakat memahami trade-off: layanan berkualitas membutuhkan pembiayaan, 
tetapi pembiayaan harus dibatasi oleh efisiensi dan akuntabilitas. Kontrak sosial yang sehat membuat 
kebijakan lebih stabil dan dapat diprediksi. 

56. Prinsip Desain Kebijakan Pajak yang Berorientasi Kesejahteraan 
Dari keseluruhan pembahasan dapat dirumuskan beberapa prinsip desain. Pertama, adequacy: 
penerimaan harus cukup untuk kebutuhan prioritas. Kedua, equity: beban sesuai kemampuan dan 
manfaat publik memperkecil kesenjangan kesempatan. Ketiga, efficiency: pajak meminimalkan distorsi 
yang tidak perlu. Keempat, simplicity: aturan mudah dipahami dan biaya kepatuhan rendah. Kelima, 
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certainty: wajib pajak dapat memperkirakan kewajiban. Keenam, transparency: penggunaan penerimaan 
dapat dipantau. Ketujuh, adaptability: sistem mampu mengikuti perubahan teknologi dan struktur 
ekonomi. 

Prinsip-prinsip ini dapat saling berkonflik. Basis luas meningkatkan adequacy dan simplicity tetapi dapat 
menimbulkan isu equity; pengecualian membantu kelompok tertentu tetapi menambah kompleksitas. 
Karena itu, kebijakan membutuhkan explicit trade-off dan evidence. Tidak ada satu instrumen yang 
optimal untuk semua tujuan. 

Pendekatan portfolio policy lebih tepat: pajak penghasilan untuk progresivitas, PPN untuk basis luas, 
pajak properti untuk local finance, cukai untuk externalities, dan belanja sosial untuk targeting. 
Kombinasi yang koheren lebih penting daripada mengejar kesempurnaan pada satu jenis pajak. 

57. Kebijakan Pajak dan Kualitas Institusi 
Kebijakan pajak tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi. Dua negara dapat memiliki tarif serupa 
tetapi menghasilkan penerimaan dan tingkat kepatuhan yang sangat berbeda karena kapasitas 
administrasi, kualitas hukum, integritas birokrasi, dan kepercayaan publik tidak sama. Institusi 
menentukan apakah aturan diterapkan konsisten, apakah sengketa diselesaikan dengan adil, dan 
apakah penerimaan digunakan secara efektif. Karena itu, reformasi pajak yang hanya mengubah 
parameter tarif tanpa memperkuat institusi sering menghasilkan dampak terbatas. 

Pembangunan institusi memerlukan investasi jangka panjang pada SDM, data, prosedur, dan budaya 
organisasi. Petugas pajak membutuhkan kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi dan 
etika. Sistem internal perlu mendorong profesionalisme, mengurangi diskresi yang tidak perlu, dan 
memberikan insentif bagi pelayanan berkualitas. Di sisi eksternal, hubungan dengan wajib pajak 
sebaiknya berorientasi pada kepastian dan compliance assistance, bukan semata pendekatan koersif. 

Institusi yang kuat meningkatkan kesejahteraan karena setiap rupiah pajak lebih mungkin dikumpulkan 
dan dibelanjakan secara efektif. Dengan kata lain, kualitas institusi meningkatkan return sosial dari 
kebijakan fiskal. Ini menjelaskan mengapa capacity building merupakan bagian integral dari agenda 
peningkatan taraf hidup. 

58. Literasi Pajak dan Pendidikan Warga 
Literasi pajak memengaruhi kualitas kontrak sosial. Banyak warga mengenal pajak terutama saat 
membayar, tetapi kurang memahami struktur penerimaan, jenis pajak, hak wajib pajak, serta hubungan 
antara APBN dan layanan publik. Ketidaktahuan ini dapat meningkatkan persepsi negatif dan membuat 
ruang publik mudah dipenuhi informasi yang tidak akurat. Pendidikan pajak yang baik seharusnya 
menjelaskan hak dan kewajiban secara seimbang. 

Perguruan tinggi, sekolah, organisasi profesi, media, dan administrasi pajak dapat berperan. Materi tidak 
perlu sekadar mengajarkan prosedur, tetapi juga alasan ekonomi dan sosial di balik pajak. Diskusi 
tentang fairness, efficiency, tax expenditure, dan fiscal incidence membantu warga menilai kebijakan 
secara lebih rasional. Literasi juga melindungi wajib pajak dari praktik penipuan dan membantu mereka 
menggunakan layanan digital dengan benar. 

Masyarakat yang memahami pajak lebih mampu berpartisipasi dalam pengawasan fiskal. Mereka dapat 
menuntut layanan dan transparansi dengan dasar informasi yang lebih kuat. Oleh sebab itu, literasi pajak 
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bukan hanya alat meningkatkan kepatuhan, tetapi investasi dalam kualitas demokrasi dan akuntabilitas 
publik. 

59. Menghubungkan Reformasi Pajak dengan Target Pembangunan 

Kesejahteraan 
Reformasi pajak akan lebih bermakna jika sejak awal dikaitkan dengan target pembangunan yang 
terukur. Misalnya, tambahan penerimaan dari perluasan basis dapat diposisikan untuk memperkuat 
layanan kesehatan primer, mengurangi learning loss, memperluas sanitasi, atau memperbaiki 
konektivitas daerah. Earmarking formal tidak selalu diperlukan, tetapi hubungan kebijakan dan outcome 
perlu dikomunikasikan dan dievaluasi. 

Pendekatan ini mendorong disiplin kebijakan. Pemerintah tidak hanya bertanya berapa penerimaan 
tambahan, tetapi juga berapa manfaat sosial yang dapat dihasilkan. Cost-benefit analysis, distributional 
assessment, dan performance monitoring kemudian menjadi bagian dari reformasi. Masyarakat juga 
memiliki benchmark untuk menilai apakah janji kebijakan tercapai. 

Bagi Indonesia, pengaitan pajak dan target pembangunan dapat memperkuat dukungan terhadap 
reformasi yang sulit. Warga cenderung lebih menerima perubahan jika manfaatnya konkret, mekanisme 
perlindungan jelas, dan hasilnya dapat dipantau. Dengan demikian, strategi komunikasi dan strategi 
implementasi harus dirancang sebagai satu kesatuan. 

60. Sintesis Akhir: Perpajakan sebagai Investasi Kolektif bagi Kesejahteraan 
Perpajakan sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan harus dinilai sebagai sebuah sistem, bukan 
kumpulan tarif yang berdiri sendiri. Sistem itu dimulai dari legitimasi hukum dan politik, berlanjut pada 
basis pajak, tarif, administrasi, kepatuhan, penegakan, dan akhirnya bermuara pada belanja publik. 
Keadilan pada sisi penerimaan dapat kehilangan makna jika belanja tidak berkualitas; sebaliknya, 
program sosial yang ambisius akan rapuh bila kapasitas penerimaan rendah. Oleh sebab itu, reformasi 
pajak dan reformasi belanja harus diperlakukan sebagai dua sisi dari kontrak fiskal yang sama. 

Bagi Indonesia, arah yang rasional bukan sekadar mengejar rasio pajak tertentu, tetapi memperbesar 
kapasitas negara secara berkelanjutan sambil menjaga produktivitas ekonomi. Basis pajak perlu 
diperluas melalui formalisasi yang ramah usaha, data yang terintegrasi, pengurangan celah 
penghindaran, dan administrasi yang sederhana. Progresivitas perlu dijaga sehingga kemampuan 
membayar tercermin secara proporsional. Pada saat yang sama, kebutuhan dasar harus terlindungi, 
insentif fiskal harus dievaluasi berdasarkan manfaat sosial-ekonominya, dan pajak daerah perlu 
dikembangkan sebagai sumber pembiayaan layanan lokal yang akuntabel. 

Teknologi digital, termasuk AI dan analitik data, memberi kesempatan untuk membangun administrasi 
yang lebih presisi, tetapi teknologi bukan pengganti tata kelola. Penggunaan data harus didasarkan pada 
aturan yang jelas, keamanan yang kuat, mekanisme koreksi, keterjelasan tanggung jawab, dan perlakuan 
yang adil terhadap wajib pajak. Keberhasilan digitalisasi harus terlihat dalam pengalaman wajib pajak 
yang lebih sederhana, kepatuhan sukarela yang meningkat, penurunan biaya administrasi, serta 
kemampuan negara mendeteksi risiko secara proporsional tanpa menciptakan pengawasan yang 
berlebihan. 
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Glossarium 
Ability-to-Pay: Prinsip bahwa beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. 

Basis Pajak: Nilai, transaksi, pendapatan, konsumsi, atau aset yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Compliance Cost: Biaya waktu, uang, dan sumber daya yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban. 

Core Tax: Sistem inti administrasi perpajakan terintegrasi yang mendukung proses bisnis dan data 
perpajakan. 

Fiscal Capacity: Kemampuan negara memobilisasi dan mengelola sumber daya fiskal. 

Fiscal Incidence: Analisis mengenai siapa yang secara ekonomi menanggung pajak dan menerima 
manfaat belanja publik. 

Gini Ratio: Indikator ketimpangan distribusi; semakin tinggi nilainya, semakin besar ketimpangan. 

Horizontal Equity: Prinsip bahwa pihak dengan kemampuan ekonomi setara seharusnya mendapat 
perlakuan pajak setara. 

Informalitas: Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya tercatat atau terintegrasi dalam sistem regulasi 
dan pajak formal. 

Pajak Progresif: Sistem dengan tarif efektif atau marginal meningkat seiring kemampuan membayar. 

PPN: Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang dan jasa. 

PPh: Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan. 

Tax Expenditure: Penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat fasilitas atau perlakuan khusus untuk 
tujuan kebijakan. 

Tax Morale: Motivasi intrinsik dan norma sosial untuk memenuhi kewajiban pajak. 

Tax-to-GDP Ratio: Perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. 

Vertical Equity: Prinsip bahwa pihak dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat dikenai beban pajak 
yang berbeda secara proporsional. 

Withholding: Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebelum penghasilan diterima 
penuh oleh wajib pajak. 
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